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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.   Landasan Teori 

2.1.1. Pengertian Hukum Pidana 

  Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat 

memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud 

dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan 

merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu 

memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian 

dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya 

adalah sebagai berikut:  

Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-
keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) 
telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu 
penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, 
bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang 
menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan 
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan 
untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum 
itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat 
dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.6 

 
Menurut Simons dalam PAF Lamintang hukum pidana itu dapat dibagi 

menjadi hukum pidana dalam arti objek tif atau strafrecht in objectieve zin dan 

hukum pidana dalam arti subjektif atau strafrecht in subjectieve zin. Hukum 

pidana dalam arti objek tif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga 

disebut sebagai hukum positif atau ius poenale.7 

                                                           
6 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, 

hal. 1-2. 
7 Ibid, hal. 3. 
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Simons dalam Sudarto merumuskan hukum pidana dalam arti objektif 

sebagai:  

1.  Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan 
nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;  

2.  Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk 
penjatuhan pidana, dan;  

3.  Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk pen-jatuhan dan 
penerapan pidana.8 

 
Hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi bisa diartikan secara 

luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: 

1.  Dalam arti luas:  
 Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan 

atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;  
2.  Dalam arti sempit:  
 Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan 

melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang 
dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi ius 
puniendi adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti 
subjektif (ius puniendi) yang merupakan peraturan yang mengatur hak 
negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan 
dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar 
larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu 
diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh 
hukum pidana dalam arti objek tif (ius poenale). Dengan kata lain ius 
puniendi harus berdasarkan kepada ius poenale. 9 

 
W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah 

suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara 

atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai 

pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-

tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran 

                                                           
8 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 9. 
9 Ibid, hal. 10. 
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terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus 

berupa hukuman.10  

Moeljatno menjelaskan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan 

hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk:  

1.  Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;  

2.  Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan;  

3.  Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut.11 

 
Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah mengatakan Hukum pidana 

adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau 

keharusan yang terhadap pelanggarannya dian-cam dengan pidana (sanksi hukum) 

bagi barang siapa yang membuatnya.12 

Adami Chazawi mengatakan hukum pidana itu adalah bagian dari hukum 

publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:  

1.  Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan 
dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif 
maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi 
berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu. 

2.  Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi 
si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang 
diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya. 

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara 
melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), 
terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana 
dalam rangka usaha negara menentukan, menja-tuhkan dan 

                                                           
10 P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hal. 2. 
11 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 2001, hal. 1. 
12 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 4. 
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melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan 
upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa 
pelanggar hukum tersebut dalam usaha me-lindungi dan 
mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara 
menegakkan hukum pidana tersebut.13 

 
Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi,14 bahwa hukum pidana adat pun 

yang tidak dibuat oleh negara atau political authority masih mendapat tempat 

dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam 

kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum 

adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka 

perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu 

negara dengan memper-hatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang 

memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau 

tindakan keha-rusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. 

Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut 

dipertang-gungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyi-

dikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya 

hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini men-cakup juga hukum 

(pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseim-bangan di antara pelbagai 

kepentingan atau keadilan.  

Sejauhmana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempe-ngaruhi 

hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung 

kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum 

                                                           
13 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2002, hal. 2. 
14 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan 

Penerapannya, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 2001, hal. 15-16. 
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masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang 

negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat masih dianggap sejalan 

atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. 

Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak 

terhadap penerapan hukum (pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas 

legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada 

pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat 

dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk 

menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan. Hakim 

dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemu-kan hukum. 

Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyara-kat, karena itu hakim 

sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, 

negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan. 

Beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran 

tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya meru-pakan hukum yang 

mengatur tentang:  

1.  Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;  

2.  Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;  

3.  Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan 

suatu perbuatan yang dilarang (delik);  

4.  Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.  
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2.1.2. Pertanggungjawaban Pidana 

   Berbicara tentang konsep liability atau pertanggungjawaban pidana, 

dilihat dari segi falsafah hukum menurut pendapat seorang Filsuf besar dalam 

bidang hukum pada abad ke–20, Roscoue Pound mengemukakan:” … I’ll usethe 

simple word “ Liability “ for the situation where by one may exact legaly and 

other is legaly subjected on the exaction“. Bahwa untuk pertanggung jawaban 

pidana tidak cukup dilakukannya pebuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu 

harus ada kesalahan , atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas 

hukum yang tidak tertulis: Tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan (GeenStraf 

Zonder Schuld, Ohne Schuld Keine Straf).15 

   Pound lebih lanjut mengatakan bahwa “liability“ diartikan sebagai suatu 

kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang 

yang telah dirugikan. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu 

pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian, penderitaan yang 

ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan, sehingga dengan demikian 

konsepsi liability diartikan sebagai reparation, terjadilah perubahan arti konsepsi 

liabilty dari compotition for vengeance menjadi reparation for injur. Perubahan 

bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada kepada ganti rugi dengan 

penjatuhan hukuman secara historis merupakan awal dari pertanggungjawaban 

atau liability. 16 

  Pertanggungjawaban pidana atau criminal liability adalah sesungguhnya 

tidak hanya menyangkut soal hukum semata–mata, melainkan juga menyangkut 
                                                           

15 Moeljatno, Op.Cit,  hal. 63.  
16 Universitas Sumatera Utara, “Pendahuluan”, https://docs.google.com/viewer?a= 

v&q=cache:6uRohWeHdSMJ:repository.usu.ac.id. Diakses tanggal 27 Januari 2014. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 15 

soal nilai–nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau 

kelompok–kelompok masyarakat. Dalam hukum pidana Inggris dikenal dua 

macam pertanggungjawaban pidana, yakni: 

1.  Strict Liability Crimes 

2. Vicarious Liability 

 
ad 1. Strict Liability Crimes 

   Selain menganut asas actus non facit neum nisi mens sit rea (aharmful 

act without a blame worthy mental state is not punishable) hukum pidana juga 

menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada 

atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana. Prinsip 

pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya 

diberlakukan terhadap perkara pelanggaran terhadap ketertiban umum atau 

kesejateraan umum. 

  Tanggungjawab mutlak secara teoritis terbagi dalam dua macam yaitu 

absolute liability principle (tanggungjawab mutlak tidak terbatas) dan strict 

liability principle (tanggungjawab mutlak terbatas). Kedua-duanya diartikan 

tanggungjawab mutlak.17 

 

                                                           
17 Toto Tohir Suriaatmadja, Masalah dan Aspek Hukum Dalam Pengangkutan Udata 

Nasional, Mandar Maju. Bandung, 2006, hal. 29. 
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ad.2. Vicarious Liability 

   Adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada 

seseorang atas perbuatan orang lain. Vicarious Liability hanya berlaku terhadap: 

a. Delik–delik yang mensyarakatkan kualitas. 

b. Delik–delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh danmajikan. 

   Jika dibandingkan antara strict liability dan vicarious liability  tampak 

jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik 

stict liability crimes maupun vicarious liability tidak mensyaratkan adanya 

mensrea atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pada Pasal 36 

Rancangan Undang–Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan 

bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang 

ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi 

syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak 

pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat 

pertanggungjawaban pidana.  

   Berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan 

sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban 

pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan 

(vewijtbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatalan sebagai tindak 

pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada 

pemuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana 

karena perbuatannya.  
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   Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat 

dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa 

pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan 

dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai 

kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. 

Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, 

dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.18 

   Sudarto menegaskan bahwa dalam ruang lingkup asas 

pertanggungjawaban pidana, disamping kemampuan bertanggung jawab, 

kesalahan (Schuld) dan melawan hukum (Wederechtelijk) sebagai syarat untuk 

pengenaan pidana ialah pembahasan masyarakat untuk pembuat.19  

   Konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat,ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : 

 
1.  Kemampuan Bertanggung Jawab 

 Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa 

pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat 

dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan 

yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung 

jawab. Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung 

jawab itu. 

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung 

jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan 
                                                           

18 Universitas Sumatera Utara, Op.Cit  
19 Ibid. 
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perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya 

cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”. 

Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, 

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab 

harus ada: 

a.  Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; 

b.  Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang 

baik dan buruknya perbuatan tadi.20 

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara 

perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan 

atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas 

mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya 

orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang 

baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang 

demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, 

ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam 

tubuhnya.21 

 

2.  Kesengajaan 

 Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 

1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak 

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-
                                                           

20 Moeljatno, Op.Cit., hal. 178-179. 
21 Ibid. hal. 179. 
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undang”. dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu 

pengajuan Criminiel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan 

sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. 

Beberapa sarjana merumuskan de will sebagai keinginan, kemauan, 

kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. de will 

(kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang 

dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori 

kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.22 

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan 

unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A 

mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” 

apabila A benar-benar menghendaki kematian B. 

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak 

mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat 

menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah 

“sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan 

dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang 

bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah 

dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si 

pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. 

Berdasarkan kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori 
                                                           

22Johny Krisnan, “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan 
Hukum Pidana Nasional”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana 
Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 48. 
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pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:23 Karena dalam kehendak 

dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang 

lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. 

Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi 

pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan 

dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. 

Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki 

oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan 

motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, 

perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa. 

Berdasarkan uraian tersebut, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak 

mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan 

diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena 

hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. Tidak 

ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan 

pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti 

perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan 

yang menyertainya. 

Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan 

berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai 

maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan , kesengajaan dengan sadar 

kemungkinan(dolus eventualis ).24 

                                                           
23 Moeljatno, Op.Cit., hal. 187. 
24 Ibid., hal. 191. 
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Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam 

praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik 

pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan 

putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti 

corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu 

sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan 

tingkat kesalahan terdakwa. 

 
3.  Kealpaan 

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-

undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam 

melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang 

mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu 

perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.25 

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan 

keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:26 Pada umumnya 

bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan 

pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang 

dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum 

mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, 

sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang 

teledor. 

                                                           
25 Syarifblackdolphin, “Pertanggungjawaban Pidana”, http://syarifblackdolphin. 

wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/, Diakses tanggal 14 Pebruari 2015 
26 Johny Krisnan, Op.Cit., hal. 41-42. 
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Keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. dia 

tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi 

kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga 

menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan 

itu. 

Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis 

dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak 

adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin 

orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan 

sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal 

menimbulkan keadaan yang dilarang.27 

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan 

kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga 

sebagaimana diharuskan oeh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati 

sebagaimana diharuskan oleh hukum.28 

 
4.  Alasan Penghapus Pidana 

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat 

dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau 

memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan 

penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana. 
                                                           

27 Moeljatno, Op.Cit, hal. 216-217. 
28 Ibid., hal. 217. 
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Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut 

“alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-

alasan tidak dapat dipidananya seseorang”.29 

M.v.T menyebut 2 (dua) alasan : 

1.  Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada 

diri orang tersebut, dan 

2.  Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar 

dari diri orang tersebut.30 

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu 

pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan 

penghapus pidana, yaitu : 

a. Alasan penghapusan pidana umum adalah alasan penghapus pidana yang 

berlaku umum untuk setiap tindak pidana dan  disebut dalam pasal 44, 48 - 51 

KUHP 

b. Alasan penghapus pidana khusus adalah alasan penghapus pidana yang 

berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu. Misalnya pasal 122, 221 ayat (2), 

261, 310, dan 367 ayat (1) KUHP.31 

Terdapat keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan suatu perbuatan 

yang pada umumnya merupakan tindak pidana, kehilangan sifat tindak pidana, 

sehingga si pelaku bebas dari hukuman pidana. Pembahasan ini dalam KUHP 

                                                           
29 USU Press, “Bab I Pendahuluan”, https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache: 

KJXq1RbcI2cJ:usupress.usu.ac.id/files, Diakses tanggal 20 Pebruari 2015. 
30Ibid. 
31 Saifudien, “Penghapusan Dan Penghilangan Perbuatan Pidana”, 

http://saifudiendjsh.blogspot.com/2007/12/hukum-pidana_14.html, Diakses tanggal 20 Pebruari 
2015. 
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diatur dalam title III dari buku I KUHP, yaitu pasal 44 – 51. akan tetapi dalam 

praktek hal ini tidak mudah, banyak kesulitan dalam mempraktekkan ketentuan-

ketentuan dalam KUHP ini.32 

Dalam teori hukum pidana alas an-alasan yang menghapuskan pidana ini 

dibedakan menjadi 3 : 

a. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan 

hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu 

menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tertera dalam Pasal 49 (1), 50, 51 

(1). 

b. Alasan Pemaaf adalah alasan yang mengahpuskan kesalahan terdakwa, tetap 

melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tapi dia tidak 

dipidana, karena tak ada kesalahan. Tercantum dalam Pasal 49 (2), 51 (2). 

c. Alasan penghapus penuntutan adalah peran otoritas dari pemerintah, 

pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya 

kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan demi kepentingan 

umum. Contoh : Pasal 53 KUHP, kalau terdakwa dengan sukarela 

mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.33 

 Van Hattum meneliti benar-benar pertimbangan-pertimbangan dari Hoge 

Raad  dan berkesimpulan bahwa Hoge Raad tidak menolak adanya 

kemungkinan bahwa pembentuk undang-undang mengenai suatu tindak pidana 

tertentu secara tegas menyimpang dari prinsip tiada hukuman pidana tanpa 

                                                           
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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kesalahan.34 

 

2.1.3.  Pengertian Pertambangan 

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan dan 

persiapan untuk pengolahan lanjutan dari benda padat, benda cair dan gas.35 

Pertambangan atau penggalian merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi 

yang terkandung dalam perut bumi. Pertambangan dapat dilakukan di atas 

permukaan bumi (tambang terbuka) maupun di bawah tanah (tambang dalam) 

termasuk penggalian, pengerukan dan penyedotan dengan tujuan mengambil 

benda padat, cair atau gas yang ada di dalam perut bumi tersebut. Hasil kegiatan 

ini antara lain adalah minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, bijih emas dan 

perak, bijih timah, biji nikel, bijih tembaga, bijih bauksit dan bijih mangan. 

 Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, 

penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian 

(mineral, batubara, panas bumi, migas). 

 Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh 

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral 

atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan, serta kegiatan pasca tambang.  

                                                           
34 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Refika 

Aditama, halaman 77. 
 35 Biro Pusat Statistik, Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi tahun 1988, 
hal. 5. 
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Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral 

atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, 

studi kelayakan, kostruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan dalam: 

1.  Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di 

dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Batubara 

endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa 

tumbuh-tumbuhan.  

2.  Pertambangan mineral, yaitu pertambangan kumpulan mineral yang berupa 

bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki 

sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya 

yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan 

mineral digolongkan atas:  

a.  Pertambangan mineral radio aktif. 

b.  Pertambangan mineral logam.  

c.  Pertambangan mineral bukan logam. 

d.  Pertambangan batuan.  
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2.1.4.  Pertambangan dan Lingkungan Hidup  

 Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan oleh 

pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa 

industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan 

Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

 Fenomena yang terjadi pada industri pertambangan di Indonesia, justru 

perusahaan tambang tersebut memiliki kekebalan untuk tidak menaati aturan-

aturan lingkungan hidup dan dapat dengan bebas melakukan pencemaran tanpa 

takut mendapatkan sanksi. Perilaku lainnya adalah praktik pembuangan limbah 

pertambangan dengan cara-cara primitif, membuang langsung limbah tailing ke 

sungai, danau, dan laut. 

 Celakanya, tidak ada aturan di Indonesia yang mewajibkan perusahaan 

Industri Pertambangan melakukan proses penutupan tambang secara benar dan 

bertanggungjawab. Kontrak karya pertambangan hanya mewajibkan perusahaan 

pertambangan melakukan reklamasi, dalam pikiran banyak pelaku industri ini 

adalah penghijauan atau penanaman pohon semata. Jauh panggang dari api. 

 Di Indonesia sendiri, permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh 

aktivitas bisnis masih marak terjadi dan sangat meresahkan. Kerusakan 

lingkungan umumnya disebabkan oleh polusi, limbah rumah sakit, dan sampah. 

Tetapi setelah sektor bisnis pertambangan mulai dibuka lebar, maka penyumbang 

terbesar perusak lingkungan itu ada di sektor pertambangan. Dengan kalimat lain, 

proses penghancuran yang menyangkut rusaknya ekosistem mayoritas disumbang 

akibat dari proses bisnis pertambangan. 
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 Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu perusahaan yang melakukan kegiatan 

pertambangan tentu akan merusak lingkungan hidup sehingga di lingkungan 

tersebut dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Di satu sisi, 

kegiatan usaha pertambangan merupakan salah satu penyumbang terbesar 

terhadap Penerimaan Negara dan daerah. 

 Suatu Perusahaan Pertambangan harus memerhatikan dengan benar aspek-

aspek Lingkungan Hidup, karena seperti yang Penulis paparkan diatas, usaha 

pertambangan dapat menimbulkan pencemaran akibat debu dan asap, limbah air, 

gangguan berupa kebisingan, usaha pertambangan dapat mengubah bentuk 

topografi dan keadaan muka tanah. Perusahaan Pertambangan harus 

memerhatikan AMDAL, jangan menambang pada daerah resapan. Lokasi 

penambangan sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk. Lokasi penambangan 

jauh dari mata air, lokasi penambangan tidak terletak di kawasan lindung. 

Melakukan Kegiatan Reklamasi dengan teknologi mutakhir oleh Perusahan 

Pertambangan. Kegiatan tersebut adalah salah satu bentuk tanggung jawab 

Perusahaan Pertambangan terhadap lingkungan hidup. Reklamasi adalah usaha 

memperbaiki ( memulihkan kembali ) lahan yang rusak sebagai akibat kegiatan 

usaha pertambangan, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan 

kemampuan.  
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2.2. Kerangka Pemikiran 

 Adapun judul yang diajukan sebagai bahan penelitian adalah “Aspek 

Pidana Dalam Pengelolaan Pertambangan (Studi Kasus Putusan Nomor 

1.513/Pid.B.2014/Pn-Mdn)”. 

 Sebelum lebih jauh membahas tentang judul di atas maka akan diberikan 

kerangka pemikiran atas judul tersebut. 

- Aspek adalah tanda atau sudut pandang.36 
- Pidana adalah hukuman.37 
- Dalam berarti pada suatu tempat, tidak di luar.38 
- Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelolam proses 

melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain.39 
- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam 

rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara 
yang meliputi penyelidikan  umum, eksplorasi, studi  kelayakan,  
konstruksi,  penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan 
dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.40 

- Putusan Nomor 1.513/Pid.B.2014/Pn-Mdn adalah kasus yang dijadikan 
bahwan kajian skripsi ini. 

 
 Dengan pengertian judul di atas dapat diberikan kerangka pemikiran 
adalah bahwa pada dasarnya pembahasan yang akan dilakukan adalah tentang 
kajian hukum pidana terhadap pengelolaan pertambangan yang bertentangan 
dengan hukum pidana lingkungan hidup dengan mengkajinya pada Putusan 
Nomor 1.513/Pid.B.2014/Pn-Mdn. 
 Lemahnya kesadaran mengenai aspek lingkungan sering menjadi ciri 
khas dalam kegiatan pertambangan di negeri ini, khususnya di sektor 
penambangan minerba (mineral dan batubara). Bagaimana tidak, masyarakat 
sering disuguhkan fakta mengenai ratusan ribu hektar bekas wilayah KP  (kuasa 
pertambangan) di penjuru Nusantara terbengkalai (rusak) pasca produksi oleh 
perusahaan tambang yang beroperasi. 
 Ironisnya, bukan hanya kegiatan penambangan liar (tanpa izin) saja yang 
sering menimbulkan kerusakan lahan, seolah tidak mau ketinggalan, kegiatan 
penambangan dengan izin pun tidak luput dari hal serupa. Dampaknya, jelas 

                                                           
 36 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 2008, hal. 95. 
 37 Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 361. 
 38 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, hal. 371. 
 39 Ibid., hal. 657. 
 40 Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara. 
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mengancam kelestarian lingkungan. Penurunan produktivitas lahan, tanah 
bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau 
longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, 
serta perubahan iklim mikro merupakan serangkaian kerugian yang akan diderita 
tidak hanya oleh lingkungan dan masyarakat sekitar, tapi bangsa Indonesia secara 
umum. 
 Pemerintah sebenarnya sudah lama mengeluarkan kebijakan mengenai 
reklamasi wilayah pertambangan ini, sejak rezim Undang-Undang No.11 Tahun 
1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan sampai Undang-Undang No.4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral dan Batubara  beserta produk hukum 
turunannya.  
 Parahnya lagi, pelaksanaan kegiatan reklamasi wilayah pertambangan 
hingga detik ini belum begitu terasa efektivitasnya. Kurangnya pemahaman (atau 
sengaja tidak paham) akan ketentuan hukum reklamasi dan pentingnya isu 
kelestarian lingkungan pasca operasi tambang oleh para pelakunya disinyalir 
menjadi sumber kerusakan lahan tambang yang ada saat ini. 
 Secara normatif, kegiatan reklamasi wajib dilakukan oleh setiap 
pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi maupun IPUK (Izin Usaha 
Pertambangan Khusus) Eksplorasi dan IUP Produksi serta IUPK Produksi 
sedangkan kegiatan paska tambang wajib dilakukan oleh setiap pemegang IUP 
Produksi dan IUPK Produksi. Kegiatan reklamasi wajib dilakukan dengan 
memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan/kesehatan pekerja, dan 
konservasi mineral dan batubara (khusus terhadap pemegang IUP Produksi). 
 

2.3.  Hipotesis 

 Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada 

umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian 

kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian. 

Dengan demikian maka dapat diberikan hipotesis atas permasalahan yang 

diajukan yaitu : 

1.  Aspek hukum pidana dalam pengelolaan pertambangan dikaitkan 
dengan lingkungan hidup adalah aspek perizinan, dan aspek perusakan 
lingkungan hidup. 

2. Sanksi pidana bagi pelaku pengelolaan pertambangan yang 
mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah pidana penjara, 
denda dan pengembalian lingkungan hidup. 
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3. Upaya penanggulangan terhadap pengelolaan pertambangan yang 
berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan melalui 
upaya preventif berupa penyuluhan terhadap bahaya pengelolaan 
pertambangan yang tidak sesuai prosedur serta upaya refresif berupa 
tindakan penghukuman bagi pelaku pertambangan yang melanggar 
perundang-undangan. 
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